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PERATURAN DESA GEMPOLKOLOT
KECAMATAN BANYUSARI KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 02 TAHUN 2019

PENGGANTI PERATURAN DESA NOMOR: 01 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4587 )

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLKOLOT

Bahwa untuk  meningkatkan  perekonomian masyarckat Desa dan
pendapatan asli desa ( PADes ), Gempolkolot diperlukan suctu

lembaga keuangan Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 213 ayat ( 1), undang - undang
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Pemerintahan
Daerah dopat membertuk Bodem Usaha Mitk Desa yong  disebut
BUMDESA.

Bahwa untuk kepentingan tersebut pade huruf a, dan b, perlu di
tetapkan dengan peraturan Desa Gempolkolot.

Undang - undang Republik Indonesia nomor 10 fahun 2004 tentang
pembentukan peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2002 Nomor : 53 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4246 );

Undang - undang Republik Indonesiac Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintah Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 125,
tambahan Lembaran Negara NOMOR: 4437 J;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 tahun 2006 tentang Desa;
Peraturan Mentri Dalam Negri 37 Tahun 2007. Tentang pedoman Pengolaan
Kevongom Descor;

Peraturan Cubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Permendes Nomor :

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLKOLOT

MEMUTUSKAN

Peratoran  Desa  Gempotkotot Kecumuh'm Bonyvusari kabupaten K
Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: ( BUMDESA);

BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan desa yang dimaksud

bt adt ol B o

Daerah adalah Kabupaten Karawang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.

Desa adalah Desa Gempolkolot.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gempolkolot.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Gempolkolot.
Petusan Kepala Desa adalah Pelaksanaan dari peraturan Desa.
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran  Rumah

Tangga Badem Usata Milk Desa Gempotkeiot.

™

Manajemen adalah unsur organisasi BUMDesa yang melaksanakan teknis kegiatan .usaha

pengelolaan BUMDesaa.
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Penasehat adalah unsur BUMDESA yang melaksanakan aktifitas pengelolaan BUMDESA.

Direksi adalah unsur kepengurusan BUMDESA yang melaksanakan aktifitas pengelolaan
BUMDesa.

Badan Pengawas adalah organisasi BUMDESA yang bertugas melakukan pengawasaan dan
memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalakan kegiatan kepengurusan BUMDESA.

BAB. Il
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Usaha Mifik Desa Gempotkotot diber riama ' BUMDESA BINA USAHA MANDIRY
BUMDESA BINA USAHA MANDIRI berkedudukan di Desa Gempolkolot.

BAB. llI
TUJUAN

Pasal 3

Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa.

Meningkatkan pendapatan asli Desa delam rangka peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana Desa serta penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Mengembarigkan  potersi yorg dimitiki | ofen masyarakat  desa  untuk  mendorong
pengembangan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Memanfaatkan sumber daya Desa dalam, rangka peningkatan perekoriomian masyrakat Desa.
Menciptakan iklim permodalan yang sehat.

Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa.

BAB. IV
JENIS USAHA BUMDESA

Pasal 4

Jenis usaha yang diketota otet BUMDESA, ditertukan metatui musyowaran Desa dom ditetopkom
dengan surat keputusan Kepala Desa.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDESA di sesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang
dimiliki Desa.

Jenis usaha yang di kelola BUMDESA harus didasarkan kepada kepentingan peningkatan
ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunon masyarakat Desa.

BAB. V
ORGANISASI, KEPENGURUSAN, PENGELOLAAN USAHA
DAN PEMBINAAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan usaha milik desa ( BUMDESA |, Bina Usaha Mandiri adalah milik masyarakat Desa.

Organisasi BUMDESA Bina Usaha Mandiri berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa
Gempolkolot.

Kepengurusan
Pasal 6

Kepungurusan BUMDESA adalah unsur Pemerintahaan Desa dan Masyarakat Desa.

Kepengurusan BUMDESA di pilith berdasarkemn musyawarah masyarakat desa don ditetapkon
berdasarkan Keputusan Kepaia Desa.

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa | BUMDESA ), Bina Usaha Mandiri terdir dari:
a. Penasehat;

b. Direksi;

e Pengawas;
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Kepungurusan BUMDESA Bina Usaha Mandiri dapat diberhentikan apabila:

qQ. Meninggal dunig;

b. Telah selesai masa aktif;

&, Mengundurkan diri;

d. Tidak dapat meiaksunakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan
BUMDESA;

e.

Terbukti melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjaraq,
erdasarkan keputusan pengadilan yang telah'memperoleh ketetapan hukum tetap.

Penasehat
Fasal 7

Penasehat adalah Kepala Desa Gempolkolot Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
Apabila diperlukan Penasehat dapat mengangkat anggota maksimal 2 (dual), orang;

Direksi
Pasal. 8

Direksi Badan Usaha Milik Desa { BUMDESA ), Bina Usaha Mandiri terdiri dari Direktur, Sekretaris
direkiur, Bendahara Direktur, Manager Produksi / usaha dan Asiten Manager;

Direktur;

a. Direktur adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah desa;

b..  Masa jabatan direktur selama 5 ( lima ), Tahun, dan dapat dipiih masa bakti
selanjutnya;

a. Direktur di diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas dasar usuian Masyarakat
serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Direktur;

a. Sekretaris Direktur adalah unsur Masyarakat yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa:

. Masa Bakti Sekretaris Direktur 5 { Lirma § tahun, dem dapat dipiiih masa b setarjutnyor;

b. Sekretaris pelaksana teknis usaha di angkat dan diberhentikan oleh Direktur atas dasar

usulan Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bendahara umum;
Ty Sekretaris Direktur adalah unsur Masyarakat yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa;

b. Masa Bakti Sekretaris Direktur 5 ( Lima ) tahun, dan dapat dipilih masa bakti selanjutnya;

C. Bendahara Umum pelaksana teknis usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas
dasar usulan Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Manager;

qQ. Manager adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan Keputusan Direktur;

b. Masa bakii manager selama 5 ( lima ), Tahun, dan dapat dipiih  masa bakti
selanjutnya;

c Dalam melaksanakan tugasnya manager dibantu oleh asisten Manager;

d. Manager pelaksana teknis usaha diangkat don diberhentikan oleh Direktur atas dasar
vsutan Masyarokat serta ditetopkom dergom Keputosan Kepauta Desa. _

e. Manager dibantu dalam Pelaksanaan tugas dan Teknik Produksi oleh Asisten Manager di

angkat dan diberhentikan cleh Direktur atas dasar usulan Manager ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Asiten Manager;

Q Asiten Manager adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan Keputusan Direktur:

b. Masa bakti manager selama 5 ( lima ), Tahun, dan dapat dipiih  masa  bakti
selanjutnyaq;

C Daiam melaksanakan tugasnya Asisten manager Membantu Pelaksanaan Manager;

d. Asisten Manager peloksana teknis usana diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas

dasar usulan Manager dan atau usulan Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.




3.

).

(2.

(.

13).

4).
5).

().

:12].

Pengawas
Pasai 9
Badan pengawas adalah unsur masyarakat.

Masa bokti Pengawas selarma 3 { figa ), Tatwun, dom dopat dipfin mesa bakdi
selanjutnyq;

Badan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;

b. Sekretaris dan;

cC.+ Anggeiq;

Pembinaan
Pasal 10
Pembinaan terhadap BUMDESA Bina Usaha Mandiri dilakukan oleh Tim Pembina:
Tim Pembina adalah Pemrintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemrintah Kabupaten Karawang

Pemerintah KeCamat Banyusar dan Pemerintch Desa Gempolkolofi;

BAB. VI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 11

BUMDESA yong pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kepala Desa: -

Musyawarah Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pengangkatan dan pemberhentian kepungurusan BUMDESA

b. Menyusun perumuson dan penetapan arah kebijokan frengeloloan BUMDESA yang
dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

C. Penentuan jenis usaha dan penggunaan medal usaha ( aktiva ), BUMDESA:

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), huruf a dan ¢ ditetapkan dengan

“keputusan Kepala Desa;

Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan sekurang — kurangnya 1 kali dalam satu Tahun;

Peserta musyawarah desa harus melibatkan unsure pemerintahan desa, lembaga masyarakat
desa dan tokoh masyarckat desa;

BAB.VII
TUGAS DANTANGGUNG JAWAB
Penasehat
Pasai 12

Penasehat dalam melaksanakan tugas pengelolaan BUMDESA bertanggung jawab kepada
musyawarah desa.

Penasehat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Mengembangkan serta melindungi usaha yang dikelola oleh BUMDESA terhadap hal -
ha! yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDESA:

b. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut
pengelolaan usaha yang dikelola oleh BUMDESA:

o Memberikan nasehat kepada Direktur, Manager dan kepala bidang pengelolaan usaha
BUMDESA;

d. Memberi saran dan pendapat mengenai permasalahan yang dianggap penting bagi

pengelolaan BUMDESA;
e. Mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan usaha BUMDESA:
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Direktur
Pasal 13

Direktur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Penasehat dan musyawarah
desor;

Direktur mempunyai tugas dan fungsi sebogai berikut:
Q. Mengelola dan mengembangkan usaha BUMDESA agar tumbuh dan berkembang
menjadi lembaga yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat:

b. Melaksanakan keriasama dengon lembaga perekonomian yang ada di desa atas
persetujuan Penasehat:

el Menggali potensi dan memanfaatkan sumber daya desa dalam rangka peningkatan
usaha desa;

. Membuat laporan bulanan mengenai pengelolaan keuangan BUMDESA dibantu oleh
Bendahara, Sekretaris dan disampaikan kepada Penasehat dan Tim Pembina:;

e. Menyusun progres kegiatan dalam bulan berjalan;

f. Melaporkan  perkembanagan  usaha BUMDESA, kepada masyarakat melalui
musyawarah desca sekurang - kurangnya |1 ( Satu ) Kali dalam setahun:

g. Memberikan arah kebijakan kepada manager dan iAanager unit usaha dalam
melaksanakan arah teknis pengelolaan BUMDESA;

;8 Mengawuasi segata kegioton yang ditaksemakan manager don Monager usatia daiam

pengelolaan BUMDESA:
Direktur diangkat dan diberhentikan ata dasar usulan Masyarakat melalui Forum Musyarah desa
yang disampaikan oleh Penasehat:
BENDAHARA
Pasal 14

Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada Direktur dan
Penasehat;

Bendahara dalam melaksanakan tugas dalam pengelolaan BUMDESA:

Bendahara mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
a. Meloksanokaon pengelolaan administrasi dan keuangan BUMDESA:

b. Mengembangkan usaha BUMDESA sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga BUMDESA;

c. Menyampaikan laporan perkembangan semua unit usaha dan pengelolaan keuangan
BUMDESA kepada Direktur dan Penasehat: '

d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dari seluruh kegiatan usaha BUMDESA

sekurang - kurangnya 1 ( satu ). sekali dalam satu Tahun kepada Direktur dalam rangka
pertanggungjawaban Direktur Kepada Musyawarah Desa:

&
Bendahara diangkat dan diberhentikan berdasarkan Laporan Direktur dan atau masyarakat
melalui forum musyawarah Desa:

Dalam melaksanakan tugas , Bendahara harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga BUMDESA secara profesional yang dilandasi prinsif efesiensi, transparansi dan
akuntabilitas;

Sekretaris
Pasal 15
Sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur:
Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tungsi di bantu membantu Direktur dalam persiapan
M,Wmmmmmmmmﬁmsegobmg@m

Direktur;

Sekretaris dipilih, dan diangkat dan diberhentikan melalui forum musyawarah desa atas usulan
dari manager, Direktur dan Penasehat:
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BAB. IX
MAMAGER
Pasal 15

Manager memiliki tugas dan Fungsinya sebagai berikut:

a. Menyusun Kegiatan bagian dari organisasi berdasarkan hasil evaluasi Kerja,sebagai
Pedoman dalam melaksanakn Tugas;
b. Menkordinasikan dan mewakili  kepentingan organisasi diseluruh  Devisi  dalam

Pengurusannysa;

& Mewakili Direktor apa bita berhatangon untuk setiop akdifites detam OTgaMISasi yomng
relevan dengan bidang pengurusannya;

d. Mengawarsi seluruh penyelenggara program kegiatan di seluruh devisidibawah bidang
dalam pengurusnyaq;

e. Memastikan hasil pencapian Produksi dan  berinovatif untuk epektifitas Produksi yang
optimal;

Manager mempunyai tugas dan fungsi se bagai berikut:
Q. Melaksanakan pengelclaan keuangan dan pelaksanaan teknis usaha BUMDESA sesuai

dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secaro profesional yang
dilandasi prinsif efesiensi dan transtaransi:

b. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan
teknis unit usaha BUMDESA kepada Direktur melalui Manager selambat - lambatnya 1 (
satu ) kali dalam setahun;

BAB. X

BADAN PENGAWAS

Posat 16

Pehgawas dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggungjawab kepada Penasehat dan
Musyawarah Desa;

Badan pengawas mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Al Melaksanakan pengowosan terhadap pengelolaan keuangan dan peloksanaan teknis
usaha EUMDESA Bina Usaha Mandiiri:

B Menyampaikan laporan hasil pengawasan Kepada Penasehat BUMDESA:

ks Memberikan Rekomendasi Kepada Direktur, Manager dan Manager usaha mengenai
perkembangan BUMDESA agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan Desa;

D. Menjaga dan memelihara agar tetap tercipta pengelolaan BUMDESA yang akuntabel:

Pasal 17

Penasehat, Direktor don Badon Perngowas BUMDESA berhok oo penghasitom yarg syah
sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas;

Pengatur pelaksanaan atas penghasilan Penasehat, Direksi dan Badan Pengawas BUMDESA
sebagai mana ayat (1), di atas, ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga BUMDESA melalui musyawarah Desa; '

Pasal 18

Penasehat, Direktur, Manager, Manager usaha dan pelaksana teknis usaha BUMDESA tidak
diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi  baik langsung maupun tidak langsung dari
pengelolaan BUMDESA selain penghasilan yang syah:
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BAB.X
BAGI HASIL USAHA

Pasal 19

Stsahasit usata adatah pendapaten Brutte dikurang pergetuaran pengetotaan BUMDESA;
Besaran sisa hasil usaha BUMDESA setiap tahun diputuskan melalui musyawarah Desa;
Sisa hasil usaha BUMDESA dipergunakan untuk;

Q. PADes Desa

b. Peningkatan Modail;

& Peningkatan SDM pengelolaan BUMDESA | Pendidikan |;

d. Honorarium Penasehat, Pengawasa, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Manager dan
asisten Manager;

e. Dana Oprasional BUMDesa;

L Dana sosial;

g. Dana peningkatan sarana dan prasarana BUMDESA::

Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDESA ditetapkan berdasarkan presentasi dari hasil
penerima Netto dengan berpodoman kepada prinsif kerjasama yang saling menguntungkan
ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

BAB XI
PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA

Pasal 20

Pengurus BUMDESA memberikan bertanggungjowaban atas pengelolaan kepada Penasehat
dalam bentuk laparan secara tertulis:

Pengurus BUMDesa memberikan laporan dalam musyawarah Desa;

Kepala Desa Gempolkolot sebagai ketua Penasehat berkewajiban menyampaikan laporan
perkembangan BUMDESA kepada Bupati Karawang melalui Camat Banyusari;

Laporan dimaksud ayat 2 merupakan bahan dan atau bagian dari laporan keterangan
pertanggungjawaban terakhir masa jabatan Kepala Desa:

BAB XII

PENYERTAAN MODAL UNTUK
BUMDesa Bina Usaha Mandiri

Pasal 21

Peryertaan Modal BUMDesa dari Pmemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Frovinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa:

Sumber Penyertaan Modal BUMDesa Bina Usaha Mandiri dari Anggaran APBN, APBD |, APBD Il ,
APBDesa Desa, dari Masyarakat dan atau dari Pihak Ketiga yang tidak Mengikat;

BUMDesa bisa melakukan Akad Kredit atau Pinjaman sebagai Penguatan Modal Usaha Kepada

_Pihak Ke Tiga dengan tidak menganggunkan Aset Milik Desa:

Sebagai mana ayat 3 yang dimaksud diatas asset yang boleh sebagai jominan kepada pihak
ketiga adalah hasil usaha BUMDesa Bina Usaha Mandiiri:

Pasal 22

Sebagai mana yang dimaksud poda pasal 22 ayat 3 dan 4 tersebut diatas, harus berdasarkan
kesepakatan Penasehat, Pengawas dan BPD;

Yang dimaksud dengan pihak Ketiga yung tidak mengikat pada pasal 22 , ayat (2) adalah
bukan temvaga BUMN don atay BUMM yarg frdok menjadi tretvan Hutang BUMDesa Bina Usatrar
Mandiri;

Pihak Ketiga yang dimaksud pasal 22 ayct (3) adalah pihak BUMN atau swasta yang terkait
dalam kesepakatan sebagai Peminjam dan yang Meminjamkan atas dasar untuk Kemajuan
BUMDesa Bina Usaha Mandiri, sebagai Peninkatan Modal Usaha: '
Penyertaan rmodal yang dimaksud dari Pemerintahan Desa yang disebut APBDes Desa pada
pasal 22 ayat (1) , dan ayat ( 2), bersumber dari ADD |, dan Il dan atua Dana Desa serta
Pendapatan Desa hasil dari sumber lainnya yang syah;



B]. Besar penyertaan Modal untuk Pengembangan dan Peningkatan BUMDesa Bina Usaha Mandiri
3 ditentukan atas dasar Pengajuan dalam bentuk Proposal yang ditujukan Kepada Pemerintah
Desa;

). Tetapi yang dimaksud pada ayat (5), harus melalui meknisme, dan atas dasar Penilaian, hasil
? dari verifikasi, Analisa dan Kelayakan Usaha yang akan dan atau sedang berjalan sebagai
mana diperuntuken vntuk penyertoom modal usaha BUMDesa Bima Usaha Mandir =

7). Dalam ketentuan yang dimaksud pada ayat (6 ) tersubut diatas apa bila secara objektif maka
penyertaan Modal yang disepakati dan disetujui sekurang - kurangnya 75% dari jumiah Modal
yang diajukan oleh Direktur BUMDesa Bina Usaha Mandiri dan atau maksimalnyal00% ;

BAB Xlll
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

al - hal yang belum cukup peraturan ini yang di atur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
eknis pelaksanaan, akan diatur dalam anggoran dasar dan anggaran rumah tanggga atau surat
eputusan kepala Desa;

Pasal 24

Peraturan Desa dalam pembentukan dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa yang disebut
BUMDESA ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap warga masyarakat Desa Gempolkolot
mengetahuinya. '

Memen’nfohkon perngundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkan dalam lembaran Desa;

DIUNDANGKANDI : GEMPOLKOLOT DITETAPKAN DI . GEMPOLKOLOT
PADA TANGGAL : 1 APRIL2019 PADATANGGGAL : 1 APRIL2019
MANAGER DESA GEMPOLKOLOT KEPALA DESA GEMPOLKOLOT

MAMAN SUHERMAN




